BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

53 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG
STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa Standar Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2017 telah diatur melalui
Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang
Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2017;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
pada ketentuan standar biaya umum, standar
biaya satuan dan standar harga barang, ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah
dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang
Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2017.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
undang No 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



12.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang —undang
nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887):

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2009 Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2010 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan
Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B
Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan
Keterbukaan Informasi Publik dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2013 Nomorl2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1
Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2015 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor
12);

19.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2016
tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2017 (Berita Dearah
Tahun 2016 Nomor 46 )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG
STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017.



PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun
2016 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga menjadi sebagai
berikut:

Pasal 6

Dalam hal penggunaan standar satuan harga melebihi

harga yang ditetapkan dan/atau belum tercantum dalam

Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah / unit kerja

yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain

yang disertai dengan :

a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang
ditandatangani diatas materai oleh Pengguna Anggaran
/ Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan
sebagai dasar (untuk honorarium) dan hasil analisa
(untuk pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa)
yang diperhitungkan secara proporsional dan
profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran
(dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2
(dua) penyedia barang / jasa) serta dapat
dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-
prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

c. Surat Pernyataan, peraturan perundang-
undangan/perhitungan hasil analisa sebagaimana
dimaksud angka 1 dan angka 2 agar dilaporkan
kepada Bupati Bandung dengan tembusan Kepala
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

2. Ketentuan honorarium pelaksana kegiatan, honorarium
penulisan artikel/berita, biaya makan dan minuman, biaya
perjalanan dinas dalam daerah, biaya bantuan beasiswa
dan biaya Panitia Pengadaan Tanah (P2T) pada Lampiran I
diubah sehingga menjadi sebagai berikut:



PASAL II

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 November 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 55



